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Sumber - sumber Lain
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

110



Undang-undang No 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Pununtutan,
Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraaan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Undang-undang No. 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan United Nations
Convention Against Corruption ( UNCAC), 2003

Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Konvensi Palermo 2000 terhadap Kejahatan Terorganisir Transnasional
(United Nations Convention On Against Transnational
organized Crime )

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2003
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